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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
 

A. LATAR BELAKANG 
 

 

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu 

bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. 

Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Untuk 

dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja 

diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi yang paling 

penting adalah pemahaman semua pihak tentang peran, misi, dan tujuan dari koperasi 

itu sendiri. Pemahaman bahwa koperasi adalah suatu usaha “dari kita dan untuk kita”, 

harus dapat membawa manfaat tidak saja bagi para anggotanya, namun juga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat luas.
1
 Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan 

berkeadilan. 

 

Secara faktor, timbulnya koperasi itu terutama disebabkan anatara lain 

karenaa kesukaran dalam mencukupi kebutuhan hidup, karena terjadi perbedaan 

 
 

1
Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi 

Indonesia, Kencana Prenada Media Group edisi pertama, Jakarta, 2005, kata pengantar hlm.5. 

 

1 



2 
 
 
 
 
 

 

penghasilan untuk menunjang hidup. Selain itu terjadi persaingan yang ketat dalam 

bidang ekonomi, ketidakpuasan kerja dan lain-lain kesukaran ekonomi
2
 yang 

mengakibatkan timbulnya naluri untuk saling bersama-sama bersatu untuk dapat 

mencari jalan keluar untuk mengatasinya di antara orang-orang senasib. Ini sekaligus 

menunjukkan pula kepada kita bahwa selain sosial dan sifat kebersamaan, motif 

ekonomi merupakan motif utama di dalam berkoperasi. Sehingga, tidaklah naif jika 

kita memandang bahwa koperasi itu harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip 

ekonomi yang murni dalam menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang eksis 

di era globalisasi ekonomi sekarang ini, oleh karena itu, organisasi badan usaha 

koperasi tidak berbeda dalam menjalankan fungsinya dan kedudukannya dengan 

badan-badan usaha lain dalam hal menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara murni 

dalam menjalankan fungsi sosialnya secara modern.
3 

 

Jenis koperasi dapat pula dibedakan berdasarkan kepada adanya kesamaan 

dalam melakukan kegiatan usaha. Biasanya ini dikaitkan dengan kepentingan 

ekonomi anggotanya.
4
 Jenis-jenis koperasi antara lain: 

 

1) Koperasi Konsumen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha 

pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. 

 
 
 
 
 
 

 
2
Ibid, hlm.26. 

3
Ibid, hlm.27. 

4
Ibid, hlm.83. 
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2) Koperasi Produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha di 

pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang 

dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. 

 
3) Koperasi Jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha 

pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-

anggota. 

 
4) Koperasi Simpan Pinjam yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan 

pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. 

 

Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti koperasi pegawai 

negeri, koperasi karyawan, koperasi sekolah, koperasi mahasiswa dan lain-lain adalah 

bukan merupakan pembagian jenis koperasi yang disebut di atas, melainkan hanya 

merupakan sebutan terhadap di mana para pendiri dan anggotanya berasal. Kalaupun, 

selanjutnya koperasi tersebut kemudian menjalankan aktivitas seperti koperasi 

konsumen, koperasi produsen, atau koperasi simpan pinjam, maka seperti itulah 

koperasi-koperasi tersebut digolongkan.
5 

 

Di kota Palembang Sumatera Selatan ada berbagai macam koperasi. Tercatat 

ada lebih 80 koperasi dengan berbagai jenis yang ada di kota Palembang. Salah 

satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam(KSP). Koperasi Simpan Pinjam (KSP)di 

dirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh 

pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Karna itulah Koperasi 

 
 

5 Ibid, hlm.84.
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Simpan Pinjam (KSP) disebut juga Koperasi kredit. Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP)adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal 

melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk 

kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan 

tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP)adalah membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan 

dengan syarat-syarat ringan, mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan 

secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik anggota hidup berhemat 

dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka, menambah pengetahuan tentang 

perkoperasian.
6 

 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)menurut Pasal 88 ayat (1) No. 17 Tahun 2012 

 

UU tentang Perkoperasian meliputi kegiatan: menghimpun dana dari anggota, 

memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan 

pinjam sekundernya.
7
 Dalam memberikan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP)wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam 

untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.
8
 

 

Pengertian perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang 

menyebutkan bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam suatu perjanjian 

  
6 Ninik Widiyanti – Y.W.Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Rineka 

Cipta cet.ke5, Jakarta, 2008, hlm.54.
  

7 Andjar Pachta W - Myra Rosana Bachtiar - Nadia Maulisa Benemay. Op.Cit, hlm.50.
 

 
8
Ibid, hlm.52. 
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terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu 

perjanjian tertulis yang di dalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin 

oleh hukum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu 

berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi 

kewajiban tersebut.
9 

 

Suatu perjanjian memiliki fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum 

bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak, bahkan bagi pihak 

ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Arti kepastian 

hukum dalam perjanjian atau kontrak mencakup sejumlah aspek yang saling 

berkaitan yaitu perlindungan terhadap subjek hukum perjanjian (orang dan badan 

hukum) dari kesewenang-wenangan sumber hukum perjanjian lainnya, disamping itu 

subjek hukum perjanjian harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya. 

Kepastian hukum dalam perjanjian ini memberikan jaminan bagi dapat di duganya 

dan terpenuhinya perjanjian serta dapat dituntut nya pertanggungjawaban hukum atas 

pelaksaan perjanjian.
10 

 

Perjanjian yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Beringin Jaya 

Palembang adalah perjanjian pinjam meminjam. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata 

yang dimaksud dengan pinjam-meminjam (pinjam pakai habis) adalah suatu 

perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat 

  
9 Gloria Yuris, “Wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan hak 

tanggungan pada PT. BPR Pancur Banua Khatulistiwa di Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu
 

Raya”. Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Univrsitas Tanjungpura. Vol 2, No. 2, 2013, 2. 
10 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.47.

 



6 
 
 
 
 
 

 

habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan 

mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang 

sama. 

 

Menurut Pasal 1759 KUH Perdata Hak perjanjian pinjam 

meminjamdijelaskan bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali 

apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam 

perjanjian. Sementara itu menurut Pasal 1761 KUH Perdata kewajiban perjanjian 

pinjam meminjamyang juga dijelaskan bahwa jika telah didakan perjanjian, bahwa 

pihak yang telah meminjam uang, akan mengembalikan bilamana ia mampu untuk itu 

dan menentukan waktu pengembaliannya. Menurut Pasal 1763 KUH Perdata Orang 

yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan 

keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. 

 

Menurut Pasal 1765 KUH Perdata perjanjian pinjam meminjam yang 

digunakan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Beringin Jaya Palembang ini 

termasuk ke dalam perjanjian yang menggunakan peminjaman dengan bunga. Pada 

dasarnya peminjaman uang yang habis dalam pemakaian diperbolehkan untuk 

membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan bunga. Akan tetapi, apabila 

tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan 

bunga tersebut.
11 

 

 
11 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika cetakan 

ke sepuluh, Jakarta, 2014, hlm.79.
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Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Beringin Jaya Palembang merupakan salah 

satu koperasi yang ada di kota Palembang Sumatera Selatan yang mempunyai cabang 

di beberapa kota yang tersebar di seluruh Indonesia yang menggunakan perjanjian 

pinjam meminjam yang dimana memiliki unsur seperti di dalam Pasal 1754 KUH 

Perdata. Pinjam meminjam yang dimaksud adalah berbentuk uang dan perjanjian 

yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Beringin Jaya Palembang ini 

menggunakan perjanjian tertulis yang dilengkapi syarat-syarat sebagai pertimbangan 

untuk mengajukan pinjaman. Yang meminjam pun dari berbagai golongan dimulai 

dari PNS, karyawan swasta, karyawan PT, sampai Pensiunan. Berdasarkan data yang 

di dapat dari Koperasi simpan pinjam Beringin Jaya Palembang berikut data debitur 

dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. 

 

Data Koperasi simpan pinjam Beringin Jaya Palembang 
 

 

Tahun 2015-2017
12 

 

Tahun Jumlah debitur Yang mengalami wanprestasi 

   

2015 532 orang 80 orang 

   

2016 532 orang 80 orang 

   

2017 470 orang 70 orang 

   
 
 
 
 
 

 
12 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Beringin Jaya Palembang, data diambil tanggal 8 Februari

 

2018 
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Dari sekian banyak anggota peminjam (debitur) di Koperasi Simpan Pinjam 

Beringin (KSP)Jaya Palembang per-tahun ada yang mengalami wanprestasi. 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana 

yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
13 

 

Perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Beringin Jaya 

Palembang ini juga memiliki asas pokok perjanjian yaitu asas kekuatan mengikat 

perjanjian, yaitu: bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam 

Perjanjian.
14 

 

Untuk membahas lebih lanjut hal diatas, penulis bermaksud akan meneliti 

 

tentang “PROSES PENYELESAIAN PINJAM MEMINJAM BILA TERJADI 

 

WANPRESTASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) BERINGIN JAYA 

PALEMBANG”. 

 
 
 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana karakteristik perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur 

pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Beringin Jaya Palembang? 

 
2. Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan pihak kreditur dalam 

menyelesaikan perjanjian pinjam meminjam jika debitur wanprestasi? 

  
13 Salim H.S, Op.Cit, hlm.98.

  

14 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia,Citra 
Aditya, Jakarta, 2015, hlm.95.

 



9 
 
 
 
 
 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

1. Untuk mengetahui karakteristik perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan 

debitur pada Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Beringin Jaya Palembang 

 
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian yang dilakukan pihak kreditur dalam 

menyelesaikan perjanjian pinjam meminjam jika debitur wanprestasi 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 

1. Secara Teoritis 

 
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan 

 

hukum, khususnya di bidang hukum perdata, dan perjanjian di Koperasi (PT). 

 

2. Secara Praktis 

 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi 

masyarakat secara umum dan khususnya para pihak yang melaksanakan proses 

penyelesaian pinjam meminjam bila terjadi wanprestasi di Koperasi simpan pinjam 

Beringin Jaya Palembang. 

 

Adapun manfaat penelitian tersebut : 
 

 

a. Peminjam (debitur): 

 
1) Mengetahui bentuk perjanjian pinjam meminjam 

 
2) Mengetahui hak dan kewajiban peminjam (debitur) 

 
b. Pihak Koperasi (kreditur) : 

 
1) Mengetahui bentuk perjanjian pinjam meminjam 
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2) Mengetahui hak dan kewajiban kreditur 

 

3) Mengetahui proses penyelesaian pinjam meminjam bila terjadi 

wanprestasi 

 

 

E. RUANG LINGKUP 

 

Berdasarkan permasalahan skripsi sebagaimana yang dimakasud, maka ruang 

lingkup kajian dan pembahasan dalam skripsi ini hanya terbatas untuk mengetahui 

karakteristik perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur pada Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP)Beringin Jaya Palembang dan untuk mengetahui proses 

penyelesaian yang dilakukan pihak kreditur dalam menyelesaikan perjanjian pinjam 

meminjam jika debitur wanprestasi di Koprasi Simpan Pinjam (KSP)Beringin Jaya 

Palembang. 

 

 

F. KERANGKA TEORI 

 

1. Teori Badan Hukum 

 

Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum dapat mempunyai 

 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum 

(rechtsbetrekking/rechtsverhouding) baik antara badan hukum yang satu dengan 

badan hukum yang lain, ataupun antara badan hukum dengan orang manusia 

(natuurlijkepersoon). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-

perjanjian jual-beli, tukar menukar,sewa-menyewa dan segala macam perbuatan 
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lapangan harta kekayaan. Dengan demikian menurut Pasal 1654 KUH Perdata 

menyatakan bahwa:"semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan 

orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak 

mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, 

dibatasi ditundukkan pada acara-acara tertentu”. 

 

Di dalam badan hukum mencakup beberapa teori teori yaitu:
15 

 

1) Teori Fiksi 

 

Dalam teori fiksi menurut Friedrich Carl von Savigny, badan hukum 

merupakan suatu abstraksi, bukan merupakan hal yang konkret. Jadi karena 

hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan 

hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu 

kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan hukum semata-mata 

hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali Negara, badan hukum itu 

suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang 

menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. 

 
2) Teori Orgaan 

 

Menurut Otto von Gierke, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, 

tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan hak yang tidak 

 
 
 
 
 

 
15 Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Kencana Prenadamedia Group, 

Jakarta, 2013, hlm. 176.
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bersubjek, tetapi merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja 

sebagai manusia biasa. 

 
3) Lear van het ambtelijk vermogen 

 

Secara harfiah teori ini adalah teori tentang asset yang dimiliki karena 

jabatannya (ambtelijk). Menurut teori ini, para subjek hukum (termasuk badan 

hukum) agar dapat dikatakan mempunyai hak haruslah memiliki kehendak untuk 

memiliki harta kekayaan (wilsvermogen), dan kekayaan tersebut melekat pada 

manusia tersebut. Jadi, untuk suatu badan hukum, yang memiliki wilsvermogen 

adalah para pengurusnya. 

 
4) Teori Kekayaan Bersama 

 

Teori kekayaan bersama adalah teori yang mengajarkan bahwa pada 

prinsipnya, kekayaan dari badan hukum adalah kekayaan bersama dari 

anggotanya/pemegang sahamnya, sehingga hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

dari badan hukum adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari para 

anggota/pemegang saham secara bersama-sama pula. 

 
5) Teori Kekayaan Bertujuan 

 

Teori kekayaan bertujuan adalah teori yang mengajarkan bahwa yang 

terpenting dalam suatu subjek hukum adalah kekayaan yang diurus untuk suatu 

tujuan tertentu. Maka kekayaan tersebutlah yang menjadi subjek hukum 

(pemangku hak dan kewajiban), bukan organisasi dan bukan pula orang-orang. 

 
6) Teori Kenyataan Yuridis 
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Teori kenyataan yuridis adalah teori yang mengajarkan bahwa suatu badan 

hukum itu benar-benar ada dalam kenyataan yuridis, bukan hanya sekedar fiksi 

belaka. Teori kenyataan yuridis ini mirirp dengan teori organ, tetapi lebih 

lembut, tidak seekstrem teori organ. Kalau teori organ menyatakan bahwa badan 

hukum benar-benar ada, seperti juga manusia, sedangkan menurut teori 

kenyataan yuridis, badan hukum tersebut benar ada sekadar diperlukan untuk 

keperluan hukum (yuridis) saja. 

 
7) Teori Leon Duguit 

 

Teori Leon Duguit adalah teori yang mengajarkan tidak ada yang namanya 

badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban. Manusia memang 

merupakan subjek hukum, tetapi juga bukan subjek hukum penyandnag hak dan 

kewajiban. 

 
2. Teori Perjanjian 

 

Hakikat  dari  pengertian  perjanjian  yang  tertuang  dalam  Pasal  1313  KUH 

 

Perdata, yang menyebutkan bahwa: 

 

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih”. 

 
Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yang 

dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang di dalamnya terdapat adanya hak dan 

kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian 

dimana pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak yang lain 
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berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat 

sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi; 

kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Dengan 

terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut menjadi sah, 

mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

Adapun syarat sah nya Perjanjian : 

 
1) Kesepakatan 

 

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang 

atau lebih dengan pihak lainnya. 

 
2) Kecakapan 

 

Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum dalam pengertian bahwa 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa (telah 

mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin) dan memiliki akal sehat. 

 
3) Syarat Perihal Tertentu 

 

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata suatu hal (objek) tertentu dalam suatu 

perjanjian dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Suatu 

perjanjian harus mempunyai pokok (wajib) suatu barang yang paling sedikit 

ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya, dapat ditentukan pada 

waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya. 

4) Kausa yang Halal atau Sebab yang tidak dilarang 
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Kausa yang halal menggambarkan tujuan yang hendak dicapai, oleh para 

 

pihak, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

 

ketertiban umum.
16 

 

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa: 

 

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang ditentukan oleh undang-undang”. Persetujuan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik.
17 

 

3. Teori Perjanjian Pinjam Meminjam 
 
 

Perjanjian  pinjam  meminjam  (pakai  habis)  diatur  dalam  Pasal  1754  sampai 

 

dengan Pasal 1762 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud 

 

dengan pinjam-meminjam (pinjam pakai habis) adalah suatu perjanjian yang 

 

menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai 

 

kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan 

 

barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Menurut 

 

Pasal 1759 KUH Perdata hak perjanjian pinjam meminjam dijelaskan bahwa orang 

 

yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, 

 

sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu menurut 

 

Pasal 1761 KUH Perdata kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam yang juga  
 

 
16 Galuh Puspitaningrum, Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha, Aswaja 

Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm.59.
  

17
Ibid, hlm.62. 
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dijelaskan bahwa jika telah didakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam 

uang, akan mengembalikan bilamana ia mampu untuk itu dan menentukan waktu 

pengembaliannya. Dalam Pasal 1763 KUH Perdata Orang yang menerima pinjaman 

sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan 

pada waktu yang ditentukan. 

 

Subjek dan objek perjanjian pinjam meminjam:subjek dalam perjanjian pinjam-

meminjam (pakai habis) adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman 

(debitur). Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, 

sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur. 

 

Sedangkan yang menjadi objek pinjam-meminjam (pakai habis) adalah uang 

yang habis dipakai.
18

 Menurut Pasal 1765 KUH Perdata pada dasarnya peminjaman 

uang yang habis dalam pemakaian diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas 

pinjaman itu akan dibayarkan bunga. akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka 

tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Jika 

peminjam telah membayarkan bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak 

dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat menguranginya dari pinjaman 

pokok, kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-

undang. 

 
 
 
 
 
 
 

18 Salim H.S, Op.Cit, hlm.78.
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Bunga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: bunga yang ditentukan dalam 

undang-undang; dan menurut Pasal 1767 KUH Perdata bunga yang didasarkan pada 

perjanjian. 

 

Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang ditentukan menurut undang-

undang. Bunga yang ditentukan oleh undang-undang sebesar 6%/tahun., sedangkan 

menurut Staatsblaad tahun 1976 Nomor 239, bunga yang ditetapkan dalam undang-

undang berkisar antara 8 sampai dengan 10%/tahun. Dalam praktiknya, bunga 

perbankan berkisar antara 18 samoai dengan 24%/tahun. Sedangkan bunga menurut 

perjanjian adalah bunga yang ditentuksn besarnya oleh para pihak, berdasarkan atas 

kesepakatan yang dibuat antara mereka. Bunga berdasarkan perjanjian ini boleh 

melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang dilarang oleh 

undang-undang. Di dalam praktik di masyarakat kita, bunga menurut perjanjian ini 

seringkali ditentukan oleh salah satu pihak, terutama pemilik uang dan bunga yang 

ditentukan sangat tinggi, yaitu berkisar antara 5-7%/bulan. Ini berarti dalam setahun 

bunganya berkisar antara 60-84%. Bunga sebesar ini sungguh memberatkan bagi 

peminjam. Ini menunjukkan bahwa kedudukan peminjam berada pada posisi yang 

lemah, sehingga apa yang ditawarkan oleh pemilik uang selalu diterima dengan 

terpaksa oleh nasabah tersebut. 
19 

 
 
 
 
 
 

 
19 Ibid, hlm. 79.
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4. Teori Wanprestasi 

 

Wanprestasi  (default  atau  non-fulfiment,  ataupun  yang  disebut  juga  dengan 

 

istilah breach of contact) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau 

kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak atau perjanjian 

terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang 

bersangkutan. 

 

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak 

yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk 

memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak 

pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. 

 

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : 
 

 

1) Kesengajaan; 

 
2) Kelalaian; dan 

 

3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).
20

 

 

Akibat adanya wanprestasi adayaitu : 
 

 

1) Perikatan tetap ada  
 
 
 
 
 

 
20 Munir Fuady, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm.69.
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Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila 

ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti 

rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, Hal ini disebabkan kreditur 

akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada 

waktunya. 

 
2) Menurut Pasal 1243 KUH Perdata debitur harus membayar ganti rugi kepada 

kreditur. 

 
3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah 

debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak 

kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada 

keadaan memaksa. 

 
4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan 

diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 

1266 KUH Perdata.
21

 

 
 

 

G). METODE PENELITIAN 
 

 

1. Jenis Penelitian 
 

 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 

Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan dengan melihat suatu 

kenyataan hukum di dalam masyarakat dan melihat aspek-aspek hukum dalam 

 
21

Salim H.S, Op.cit, hlm.99. 
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interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk 

mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan 

penelitian atau penulisan hukum.
22 

 

Penelitian Empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang 

eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.
23 

2. Pendekatan Penelitian 
 
 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
 

 

1) Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) 

 

Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.
24 

2) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
25 

 
 

22 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Cetakan ke dua, Jakarta,2010,
  

hlm. 105. 
23 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,

  

hlm.78 . 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.133

  
25 Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum, Pustaka pelajar cet.1, Yogyakarta, 2010,

  

hlm.75. 
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3. Jenis dan Sumber Data 
 

 

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat atau lapangan (data primer) dan data yang diperoleh 

dari bahan pustaka (data sekunder), yaitu:
26 

 

1) Data Primer 

 
Merupakan  data  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  yaitu  tentang 

 

proses penyelesaian pinjam meminjam bila terjadi wanprestasi di Koperasi 

simpan pinjam beringin Jaya Palembang. Data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya melalui wawancara langsung dengan 2 pihak kreditur Koperasi 

simpan pinjam Beringin Jaya Palembang dan 2 pihak debitur, dan pimpinan 

Koperasi simpan pinjam Beringin Jaya Palembang. 

 

 

Merupakan data yang bdiperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian, literatur, peraturan perundang-undanagn 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang hendak dibahas.
27

 Penulis 

dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

 

 
26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, Universitas Indonesia (UI-Pres), 

Jakarta, 2007, hlm.51.
  

27 Zainuddin Ali, Op.cit, hlm.175.
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b) Undang-Undang Perkoperasian Tahun 2012 (UU RI No.17 Tahun 

2012) 

 
2) Data Sekunder 

 
Data Sekunder dalampenelitian ini  diperoleh melalui  buku-buku, buku 

 

yang diperoleh sudah tersedia di perpustakaan, dan tulisan-tulisan ilmiah 

hukum yang terkait dengan objek penelitian. 

 

 

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini 

penulis menggunakan beberapa Buku antara lain sebagai berikut:
28 

1) Majalah Koperasi simpan pinjam 
 
 
 
 

4. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian dalam skripsi ini yaitu pada kantor Koperasi simpan pinjam 

Beringin Jaya Palembang. 

 

 

5. Populasi dan Sampel 

 

Populasi merupakan kantor Koperasi yang menjadi objek penelitian dan 

sample merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data.
29

Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi yang ada di Palembang Sumatera 

  
28

Ibid, hlm.176. 
29 Bambang Sunggono, Op.cit, hlm.119.
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Selatan  dan  Koperasi  simpan  pinjam  yang  ada  di  Palembang  Sumatera  Selatan. 

 

Pengumpulan sampel dilakukan dengan carapemilihan secara acak, yaitu: 

 

1) Koperasi yang ada di Palembang Sumatera Selatan mencapai 80 Koperasi 

 

2) Koperasi dengan jenis Koperasi simpan pinjam yang ada di Palembang 

Sumatera Selatan ada 20 Koperasi 

 
3) Dan dari 20 koperasi simpan pinjam yang ada di Palembang Sumatera Selatan 

diambil 10% yang berarti ada 2 Koperasi simpan pinjam yang salah satunya 

adalah Koperasi simpan pinjam Beringin Jaya Palembang. 

 

 

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis 

menggunakan metode: 

 
1) Studi Lapangan 

 
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui 

 

informasi dan pendapat-prndapat dari responden yang ditentukan oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data studi 

ke lapangan dengan penelitian di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Beringin 

Jaya Palembang. 

 
2) Studi Kepustakaan 
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Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi, dan hasil penelitian.
30 

 

 

7. Analisis Data 

 

Semua informasi dan data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang 

mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam data-data yang digunakan untuk 

menjelaskan dan menggambarkan kesimpulan dan permasalahan sesuai dengan 

kenyataan yang ada di lapangan.
31

 Analisis kualitatif ini menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis data yang dipergunakan adalah 

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, 

meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.
32 

 

 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu 

 
 

 
30 Zainuddin Ali, Op.Cit, 
hlm.176 

31
Ibid, hlm.105

  

32
Ibid, hlm.107 
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dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang berisifat umum kemudian ditarik 

 

kesimpulan secara khusus.
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.67
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